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ABSTRAK

Twjuan penelitian adalah menganalisa dinamika dan variasi perkembangan sistem
kota-kota dan karakter kekotaan, guna memilih atau menentukan alternatif
pengembangan pusat-pusat baru di Propinsi DIY, sehingga pembangunan lebih merata.
Penelitian menggunakan metode deskriptif-analitis dengan analisis data sekunder.
Lingkup daerah penelitian meliputi seluruh desa di Propinsi DIY, sejumlah 438 desa
yang tersebar di lima Kabupaten. Variabel yang digunakan melipuit variabel demografis
untuk menganalisa sistem dan hirarki kota-kota dan variabel karalter kekotaan. Teimik
analisis data vang digunakan adalah Index primacy, Analisis Faktor, Crosstab dan
Korelasi, Pembuatan Tipologi Wilayah. Sedangkan analisis spasial atau pemetaan
dengan program Arc View.

Hasil penelitian menunjukkan, dinamika sistem kota-kota di Propinsi DIY
sepanjang tahun 1960-2002 memperlihatkan gejala primacy atau pemusatan
perkembangan di Kota Yogyakarta dan sekitarnya (pinggiran). Hal tersebut
mengindikasikan adanya kesenjangan perkembangan wilayah dan beban kota semakin
meningkat. Semakin tinggi peringkat wilayah, semakin dinamis perubahan yang terjadi,
serta semakin tinggi karakter kekotaan yang dimilikinya. Fenomena pemusatan
perkembangan yang terjadi di kota Yogyakarta dan sekitarnya merupakan bukti empiris
pemusatan sistem perkotaan. Berdasarkan analisis yang komprehensif, ditetapkan
kluster pusat pertumbuhan baru di lima Kabupaten Kota, yaitu Kluster Sentolo
(Kabupaten Kulonprogo), Kluster Srandakan-Galur (Kabupaten Bantul), Kluster
Playen-Patuk (Kabupaten Gunung Kidul), Kluster Tempel-Sleman (Kabupaten Sleman),
dan Kluster Giwangan (Kota Yogyakarta).

Penelitian merekomendasikan redistribusi hasil-hasil pembangunan melalui
pengembangan dan penguatan pusat pertumbuhan baru, pembentukan tata ruang
perwilayahan dan sistem perkotaan yang fungsional. Pusat pertumbuhan baru harus
‘mandiri’ dan diintegrasikan dengan wilayah belakangnya (hinterland), sehingga
tercipta keterkaitan fisik maupun ekonomi, khususnya dengan daerah perdesaan atau
kawasan sentra produksi (agropolitan).
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PENDAHULUAN

Latar Belakang Permasalahan

Selama beberapa dekade kebijaksanaan pengembangan wilayah di Indonesia lebip
bersifat urban bias, terutama dengan pengembangan industri di kota-kota besar, hal ip;
telah menyebabkan semakin meningkatnya kesenjangan laju pertumbuhan antara perkotaan
dan perdesaan (Tjiptoherijanto, 1999; NUDS, 2000 dan Budhy, 2004). Pola keruangag
(spasial) perkembangan penduduk perkotaan di Indonesia menunjukkan gejala yang
menarik. Dengan menggunakan indek primasi' pada tahun 1990 menunjukkan angka 0,58,
yang berarti hampir 60% jumfah penduduk perkotaan pada empat wilayah perkotaan terbesar
di Indonesia (Firman, 1997), yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Bahkan pangsa
penduduk perkotaan JABOTABEK terhadap nasional telah mencapai 23,6% pada tahun
1990 atau mendekati seperempat. Menguatntya gejala primasi ini memperlihatkan perbedaan
wilayah kota dan desa semakin melebar, dan peran kota kecil-menengah semakin melemah
karena terdominasi kota-kota besar (Soetomo, 2004).

Gejala menguatnya primasi dan peran kota besar juga dijumpai di Propinsi DIY. Kota
Yogyakarta berkembang sangat cepat dan membesar hingga kedaerah pinggiran, sehingga
membentuk pola padu yang sangat besar, sementara kota-kota lainnya seperti ibukota
kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo serta Gunung Kidul relatif stagnan. Kelambatan
perkembangan di wilayah-wilayah di luar kota Yogyakarta bukan disebabkan oleh rendahnya
potensi wilayah dan sistem aksesibilitas dalam memacn perkembangan wilayah, namun
lebih diakibatkan terlalu besarnya dominasi kota Yogyakarta dalam mengambil sebagaian
besar peran fungsi DIY. Sebaliknya, kota Yogyakarta kurang dapat memainkan fungsinya
sebagai pusat pertumbuhan yang mampu memberikan trickle down effect bagi
perkembangan daerah belakangnya.

Sebagai konsekuensi logis dari sifat tersebut di atas adalah semakin unggul (primate-
nya) kota-kota besar dan menguasasi daerah belakangnya (Friedmann, 1976). Masalah
serius lainnya yang juga muncul adalah meningkatnya kemiskinan, baik diperdesaan
maupun perkotaan sebagai akibat tidak mampunya kota didalam menampung luapan arus
tenaga kerja, sehingga menjadi pengangguran (Kusbiantoro, 2004). Oleh karena itu strategi
pengembangan wilayah lebih difokuskan pada strategi untuk mengatasi kemiskinan dan
ketimpangan antar wilayah yang sekaligus dapat meningkatkan pertumbuhan wilayah
{Glasson, 1977, Firman, 1997).

Berdasarkan permasalahan tersebut maka pembentukan sistem tata ruang ke dalam
tingkatan hirarki pusat-pusat permukiman dan sistem kota-kota, merupakan keharusan
agar wilayah bersangkutan dapat berkembang dengan cepat, merata dan terpadu.
Ketidakjelasan sistem ruang, terutama di wilayah yang terbelakang merupakan sebab
munculnya ketimpangan antar wilayah, bahkan secara tegas Rondinelli (1983) mengatakan
bahwa kesenjangan antar wilayah disebabkan adanya sistem spasial yang tidak terintegrasi
secara baik.
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Dengan pendekatan yang terpadu melalui keterkaitan dan perkembangan sistern kota-
kota, diharapkan issue-issue mengenai ketimpangan wilayah akan dapat teratasi sekaligus
dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang lebih maju (Haeruman,
2004). Oleh karena itu dirasa perlu adanya suatu penelitian mengenai studi dinamika
(perkembangan) sistem kota-kota dan pemilihan alternatif pusat-pusat pengembangan
baru hingga dapat membentuk suatu sistem perwilayahan yang akan menunjang program
pemerataan dan pertumbuhan wilayah (Talkutputra, 2004).

Dari permasalahan tersebut di atas maka dapat disusun pertanyaan penelitian yang
dapat dijadikan fokus dan pengarah penelitian, yaitu : bagaimanakah dinamika sistem
kota-kota dan karakter kekotaanya di Propinsi DIY, apakah ada kaitan atau hubungan
antara hirarki sistem kota-kota dengan tingkat kekotaau, serta dimanakah letak kota-kota
alternatif pusat pertumbuhan baru® yang dapat mendorong perkembangan w11ayah yang
lebih merata.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengkaji dinamika sistem kota-kota dan dominasi perkotaan di Propinsi DIY selama
rentang waktu 1960-2002.

2. Menganalisis hirarki atau peringkat wilayah dan karakter kekotaan beserta dinamika
perubahannya sebagai dasar penentuan pusat pertumbuhan baru.

3. Menganalisis hubungan antara hirarki atau peringkat wilayah dan karakter kekotaan
beserta dinamika perubahannya

4. Menentokan wilayah potensial sebagai pusat perumbuhan baru dan menetapkan
kluster pusat pertumbuhan baru terpilih.

Tinjanan Pustaka

Sistem kota-kota biasanya berada dalam struktur tata ruang kota wilayah yang meliputi
kota besar { metropolitan ), kota menengah ( secondary city ) dan kota kecil (smail city)
(World Bank, 1994). Hubungan keterikatan antar kota sebagai sebuah sistem memerlukan
prasyarat adanya wahana yang menghubungkannya secara fisikal berupa jalur-jalur
transportasi, yang menjadi titik tolak terciptanya keterkaitan yang lebih fungsional
(Haeruman, 2004).

z  Pusat pertumbuhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sekumpulan (kluster) desa yang
memiliki sifat-sifat kekotaan yang tinggi dan dinamis, letak yang strategis, kekuatan sumberdaya
lokal, serta didukung oleh kebijakan pemerintah, khususaya fungsi dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Selama u:u Pmpmsx DIY menggunakan unit Kecamatan sebagai Pusat Pertumbuhan,

s mmmsimsen leasann tidal cemua deen dalam sebuah kecamatan mampu
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Sistem kota sebagai representasi struktur tata ruang wilayah pada dasarnya menjadi
sebuah wahana difusi kegiatan dan hasil pembangunan salah satunya melalui penyebaray,
investasi (Moelyarto, 1995). Ketiadaan keterikatan antara kota-kota sebagai pygat
pertumbuhan akan menghambat proses penyebaran kemajuan ke wilayah lain yang berakibat
intensitas dan konsentrasi kegiatan dan hasil-hasil pembangunan hanya terjadi dikota.
kota pusat pertumbuhan saja (Misra, 1975 dan Rondinelli, 1978). Kunci bagi pertumbuhag
sekaligus pemerataan disuatu wilayah adalah melalui penciptaan hubungan (keterkaitan)
yang saling menguntungkan antar pusat-pusat perfumbuhan juga dengan wilayah
pengaruhnya (sistem kota-kota).

Implikasi dari terjadinya intensitas dan konsentrasi kegiatan dikota-kota pusat
pertumbuhan akan melahirkan apa yang dikenal sebagai kota primate yang tumbuh pesat
diikuti kompleksitas permasalahan didalamnya. Kota-kota primate (primate city)
berkecenderungan berukuran sangat besar dan mendominasi perkembangan kota-kota
lain yang lebih kecil dalam suatu wilayah (Anonim, 1983, ESCAP, 1993). Dominasi kota-
kota primate terutama pada dimensi penduduk, kegiatan komersial, output industri dan
pengaruh politik ( Rondinelli,1983). Fenomena tersebut menyebabkan kota-kota primate
memikul beban berat kegiatan pembangunan, yang berimplikasi pada terjadinya disparitas
regional yang tidak menguntungkan bagi pembangunan secara keseluruhan. Pada konteks
inilah strategi sistem kota dalam pembangunan wilayah menjadi penting (Taylor, 1981).

Sistern kota merupakan sekumpulan kota-kota yang saling tergantung satu sama lain
secara fungsional dalam suatu wilayah (Fisher, 1983). Pada perspektif organisasi dan
struktur keruangan hubungan-hubungan ini terjadi antara kota-kota yang berbeda tingkat
pertumbuhannya pada dimensi kependudukan maupun sosial-ekonomi. Dalam konteks
pengembangan wilayah, sistem kota dipandang terutama pada dimensi ukuran
kependudukan dan peran sosial-ekonomi dengan fokus pertumbuhan dan perubahan
struktur wilayah dari masing-masing kota.

Perkembangan sistem kota sangat terkait dengan tahapan pembangunan disuatu
wilayah atau negara. Dalam pengkajiannya terhadap sistemn kota terutama dinegara barat,
Thomas dan Herbert, 1982 {dalam Friedman, 1976) berkesimpulan ada 3 tahap perkembangan
sistem kota yang merupakan suatu alur perkembangan, yaitu :

1. sistem kota pada tahap pra-industrialisasi, yang terdiri hanya satu kota individual (
urban nucleus ).

2. sistem kota pada tahap industrialisasi, yang ditandai cleh terjadinya proses
perkembangan pesat kota tunggal secara fisikal sebagai akibat urbanisasi.

3. sistem kota pada tahap post-industrialisasi, ditandai oleh terbentuknya kota regional.

Pada tahap ketiga (post-industrialiasi}, sistem kota memiliki karakteristik berupa
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jungan-hubungan fungsional didalam wilayah konurbasi memiliki kondisi yang khas
1pa menurunnya dominasi fungsi kota utama dan mulai menyebarnya fungsi-fungsi
g ada dikota utama secara relatif ke kota-kota yang lebih kecil diwilayah pengarubnya.
am hal ini perhatian tidak lagi terfokus pada kota utama namun lebih dalam konteks
2m kota ditandai oleh mulai intensifnya hubungan fungsional antar kota utama dengan
1-kota disekitarnya.

Pada tahap akhir perkembangan sistem kota sebagaimana diuraikan di atas, beberapa
1 kecil mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan dan berkecenderungan
1adi kota menengah (secondary city). Kota-kota menengah ini biasanya memiliki
ungan keterkaitan fungsional yang erat dengan kota utama.

Rondinelli (1983) mengemukakan bahwa banyak wilayah di Negara Sedang
kembang tidak memiliki sistem spasial yang terintegrasi sehingga kota-kota utama atau
erapa pusat Metropolitan yang tersebar tidak mempunyai hubungan produksi dengan
a-desa atau permukiman-permukiman yang tersebar di perdesaan. Dalam kasus
onesia tesis ini muncul dengan semakin membesamya fenomena mega urban, yang
munculkan kekuatan JABOTABEK, GERBANGKERTASUSILA, JOGLOSEMAR,
iDAN, dan BANDUNG dalam struktur perkembangan spasial kota-kota di Indonesia
iarmapatti, } 993, United Nation, 1994 dan 19935).

Johnson (Firman, 1997) mengemukakan bahwa kekurangan sistem spasial di Negara
lang Berkembang bukanlah pada tidak adanya pusat-pusat perkembangan, tetapi yang
adi adalah lemahnya sistem spasial. Akibatnya tidak ada hirarki fungsional dari sistem
a-kota sehingga tidak terbentuk sistem pertukaran (exchange) yang mantap.

Pembentukan suatu integrasi spasial di suatu wilayah dapat dilakukan dengan *
ngembangkan permukiman atan sistem kota-kota yang memiliki hirarki dan menciptakan
itu keterkaitan antar kota atau dengan kata lain mengintegrasikan pembangunan
kotaan dan perdesaan. Hal ini dilakukan dengan membentuk jaringan produksi, distribusi
1 pertukaran yang mantap mulai dari desa — kota kecil — kota menengah — kota besar
urzaman, 2000). Pendekatan ini didasarkan oleh pemikiran bahwa dengan adanya integrasi
1 artikulasi sistem pusat-pusat pertumbuhan yang berjenjang dan berbeda karakteristik
1gsionalnya, maka pusat-pusat tersebut akan memacu penyebaran perkembangan
layah. Dengan demikian peran sistem kota-kota sangat besar dalam memacu
‘kembangan wilayah (Rondinelli, 1983).

Penataan sistem kota-kota yang memiliki hirarki dan keterkaitan merupakan elemen
mma menciptakan sistem tata ruang yang integratif, seperti yang telah dilakukan oleh

{CAP (1993) dan Dusseldorp (1981), yang membuat jenjang kota-kota yang meliputi
sat regional, pusat distrik, pusat sub disirik, dan pusat lokal.

Pembentukan suatu integrasi spasial di suatu wilayah dapat dilakukan dengan
mneembanekan permukiman atan sistem kota-kota yang memiliki hirarki dan menciptakan
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perkotaan dan perdesaan (Rondinelli, 1985), dengan cara membentuk jaringan produksj,
distribusi dan pertukaran yang mantap mulai dari desa - kota kecil — kota menengah - kot
besar. Pendekatan ini didasarkan oleh pemikiran bahwa dengan adanya integrasi dag
artikulasi sistem pusat-pusat pertumbuhan yang berjenjang dan berbeda karakteristik
fungsionalnya, maka pusat-pusat tersebut akan memacu penyebaran perkembangag
wilayah. Dengan demikian peran sistem kota-kota sangat besar dalam memacy .
perkembangan wilayah. Dengan adanya hirarki dan spesialisasi fungsi kota-kota diharapkan
terjadi keterkaitan (keterkaitan fisik, ekonomi, mobilitas penduduk, teknologi, sosial,
pelayanan jasa, interaksi sosial, dan administrasi politik) yang dapat mendorong pertumbuhan
sektor-sektor ekonomi yang dapat memacu perkembangan wilayah.

CARA PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup wilayah penelitian adalah di seluruh desa Kabupaten dan Kota di
Propinsi DIY, yaitu sejumlah 439 desa. Unit analisis yang digunakan adalah desa dengan
basis analisis data sekunder. Secara umum, penelitian ini lebih bersifat deskriptif-analitis
dengan pendekatan kuantitatif.

Metode Penelitian
1. Data dan Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri dari tiga aspek yaitu : aspek demografis, komponen
perkotaan, dan kebijakan pembangunan, khususnya sistem kota-kota. Data diperoleh
dari berbagai macam sumber data sekunder dan publikasi relevan, dengan rentang waktu
1960-2003. Selain data sekunder, ditambah hasil wawancara terhadap pengambil kebijakan
(policy makers), dari Bappeda propinsi dan kabupaten. Beberapa indikator dan variabel
penelitian disajikan pada tabel berikut.



nika Sistem Kota-Kota dan Pemilihan Alternarif (B.S. Eko Prakoso dan Luthfi Muta ‘ali) 161
Tabel 1. Data dan Variabel Penelitian
INDIKATOR Variabel K
Lokasi (letak), Batas, luas, status Deskripsi umum dan
Geografi Wilayah : analisis variasi
geomorfologi, fisiografi, jarak terhadap keruangan, serta
pusat pertambuban (Kota Kabupaten) aksesibilitas
. Hirarki Wilayah
Demografis Jumlah penduduk, Tahun 1960, 1971, Analisis city size
1980, 1990, 2000, 2002 distribution, tingkat
keutamaan sistem kota
(primacy)
. Karakter/Unsur Kekotaan
. Kepadatan 1. Jumlah penduduk Analisis kekuatan
enduduk 2. Luas Wilayah karakteristik kota
. Pertumbuhan Jumlah penduduk tahun 1990, 2002
enduduk
. Lahan Terbangun 1. Luas Lahan Terbangun
(Permukiman dan lain-lain)
2. Luas Wilayah
. Penduduk Non 1. Penduduk bermata pencaharian
‘ertanian 2 .
. bukan pertanian
3. Jumlah Penduduk
3. Fasiltas Sosial Fasilitas Sosial (TK, SD, SLTP, SLTA,
Ekonomi PT, Kursus, Rumah sakit,
Poliklinik/RSB, Puskesmas, Puskesmas
pembantu, Praktek Dokter, Paramedis,
Apotik, Toko Obat)
Fasilitas Ekonomi (Toko, Pasar Perma-
nen, Pasar Hewan, Toko Elektronik,
SPBU, Restoran, Penyewaan Alat pesta,
Bengkel, Reparasi, Hotel, tempat
rekreasi, Bank, BPR, Pegadaian, KUD,
Keuangan, Telpon umum, Kantor Pos,
Terminal, wartel.
D. Kebijakan Pembangunan
Sistem perkotaan Kesesuaian antara hasil
Pusat-pusat pertumnbuban kajian dan kebijakan
Satuan Wilayah Pembangunan pembangunan (analisis
Tata ruang wilayah kebijakan)
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2. Prosedur Pelaksanaan dan Analisis Data
a. Identifikasi dinamika sistem kota-kota

Meliputi perubahan peringkat hirarki wilayah dari tahun 1960, 1970, 1980, 1990, 2000
dan tahun 2002. Selanjutnya dilakukan analisis city size distribution dan indek Primacy
dengan menggunakan Zipf’s, sehingga dapat ditentukan sistem kota dan tingkat primasinya
(dominasi peran kota utama), yaitu :

P = Kk/rd
Keterangan :
P = jumlah penduduk kota pada jenjang ke-r,
r Jjenjang kota,
k = bilangan konstanta,
q = merupakan derajad kemiringan dari garis regresi

logP =k-q.logr
Jikag> 1, menunjukkan dominasi kota besar (primate domination)
Jika g < 1, menunjukkan adanya peranan yang besar dari kota-kota di bawah jenjang kota
terbesar.

b.  Analisis kekuatan karakter kekotaan

Dengan menggunakan Analisis Faktor untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan
karakteristik utama atan variabel kekotaan. Penelitian ini membuat rating dari wilayah yang
memiliki nilai tertinggi sampai terendah. Selain itu analisis ini juga menghasilkan variabel-
variabel yang dominan dalam menentukan tingkat kekotaan.

¢. Analisis Korelasi

Antara hirarki kota dengan karakteristik kekotaan dengan menggunakan teknik
statistik korelasi Rank Spearman.

d.  Penentuan Wilayah Potensial sebagai pusat pertumbuhan baru
Yaitu wilayah yang memiliki hirarki tinggi dan mengalami kenaikan peringkat dan
memiliki karakter kekotaan yang kuat dan dinamis (skor naik) (Tabel 2).

e. Penentuan atau penetapan Kluster Pusat Pertumbuhan Baru terpilih

Dilakukan Analisis deskriptif, dengan memperhatikan kebijakan tata ruang wilayah
dan rencana para pengambil keputusan (policy maker). Oleh karena itu juga dilakukan
wawancara dengan pengambil kebijakan untuk memperoleh gambaran tentang pusat
pertumbuhan dan kebijakan di daerah masing-masing.
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Tabel 2. Potensi Wilayah Sebagai Pusat Pertumbuhan

Karakter Kekotaan
lirarki atau Peringkat Wilayah Tipe I (skor kekotaan Tipe II (skor kekotaan
tinggi dan naik) rendah dan naik)
Tipe I Pusat Pertumbuhan
irarki tinggi dan peringkat naik) Utama Pusat Pertumbuhan Kedua
Tipe Il Pusat Pertumbuhan Pusat pertumbuban Ketiga
rarki rendah dan peringkat naik) Kedua {Cadangan)

srangan : Naik twrunnya peringkat hirarki wilayah dan skor kekotaan adalak dalam rentang
tu pengamatan 1960-2002

HASIL DAN PEMBAHASAN

1amika Sistem Kota-Kota Di Propinsi DIY
Sistern kota-kota menunjukkan sebaran kota-kota yang disusun menurut urutan jumlah
aduduk terbesar hingga terkecil, sehingga dapat memperlihatkan snatu peringkat atau
arki kota-kota. Menurut Geogre K Zipf (dalam Morril, 1974), semakin besar indek
utamaan (index of primacy), semakin kuat peranan {(dominasi} dan tingkat keutamaan
atu kota (wilayah) terhadap kota atau wilayah pada jenjang (peringkat) di bawahnya.
Selama rentang waktu 19602002, nilai index of primacy di Propinsi DIY semakin
:ningkat, yaitu dari 0,356 tabun 1960 menjadi 0,382 di tahun 2002 (Tabel 3). Meskipun
naikannya tidak besar, gejala ini memperlihatkan semakin meningkatnya peran kota (besar)
‘hadap kota-kota di bawahnya. Kecenderungan menguatnya peran kota utama terutama
rjadi di Kota Yogyakarta dan sekitarnya atau sering disebut Yogyakarta Urban
evelopment Program (YUDP). Dengan kata lain, perkembangan wilayah-wilayah lain
luar YUDP berjalan lamban dan pembangunan masih terkonsentrasi di daerah-daerah
UDP. Dari segi pemerataan pembangunan dan manajemen perkotaan, hal ini tidak
enguntungkan, karena beban kota Yogyakarta semakin besar bahkan dapat melampaui
aya dukung yang dimilikinya. Selain itu hal ini juga mengakibatkan tidak berfungsinya
ota kecil dan menengah.

Tabel 3. Dinamika Indek keutamaan Kota di Propinsi DIY (dengan unit Desa)
tahun 1960, 1970, 1980, 1990, 2002

Tahmn | KulonProgo | Bantl c}g‘dﬁg Sleman | Yogyakata | DIY
1960 0389 0336 | 0269 0380 0378 0356
1570 0383 0343 | 0273 0.389 0333 0359
1980 0.380 0328 | 0.280 0.208 6.307 0.364
1990 0354 0357 | 0299 0317 0.249 0367
3002 0.361 0352 | 0292 0313 0353 0.382
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Analisis perbandingan tiap Kabupaten dan kota memperlihatkan bahwa Kabupatep
Kulonprogo dan Bantul memiliki indek yang besar dibanding wilayah lainnya. Hal j;
menunjukkan bahwa di dua Kabupaten tersebut pola pembangunan dan penduduk lebjh
mengkonsentrasi di pusat ibu kota Kabupaten dan pusat Kecamatan. Meskipun demikiay
di kabupaten Kulonprogo menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun atay mulaj
tumbuhnya daerah-daerah lain di luar wilayah utama. Sebaliknya di Kabupaten Banty]
indek semakin meningkat. Berdasarkan uraian di atas, meskipun gejala primacy atan
pemusatan penduduk dan perkembangan wilayah semakin meningkat, namun sejak tahup
1998-2002 telah mulai terjadi proses perkembangan wilayah yang lebih merata, terutama
pada daerah-daerah diluar kawasan YUDP.

Hirarki Kota-Kota Di Propinsi DIY

Hirarki sistem kota-kota dapat digunakan untuk memilih atau menentukan pusat
pertumbuhan baru. Asumsi dasar adalah bahwa wilayah yang memiliki urutan rangking
kota tinggi (jumlah penduduk) dan mengalami perubahan (kenaikan) peringkat, maka
semakin besar potensinya untuk dapat dikembangkan menjadi pusat perfumbuhan (lihat
tabel 2}. Diantara empat tipe tersebut, dua tipe, yaitu tipe | (hirarki tinggi dan peringkatnya
naik) dan tipe 2 (hirarki rendah, namun mengalami kenaikan peringkat) akan dianalisis
lebih lanjut, karena memiliki potensi sebagai pusat pertumbuhan baru. Dari 438 desa yang
dianalisis, terdapat 120 (27,4%) desa tipe 1 dan 84 desa tipe 2 (19,4%). Persebaran tipe
wilayah di masing-masing Kabupaten Kota memperlihatkan jumlah terbanyak untuk tipe 1
adalah kabupaten Sleman, sebanyak 4] desa, disusul kabupaten Bantul dan kota
Yogyakarta. Sedangkan tipe 2 lebih banyak disumbang dari kabupaten Kulonprogo dan
Gunung Kidul, sebanyak 28 dan 32 desa (Tabel 4 dan Lampiran Gambar 1).

Tabel 4. Tipologi wilayah mendasarkan peringkat dan Perubahan Hirarki Kota-kota
di Kabupaten-kabupaten dan Kota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tipologi Kulon Progo Bantul Guaung Kidul Sleman Yogyakarta DY

Desa % Desa % | Desa % | Desa % Desa | % | Desa %

Tipel
s 9| 102 30 40 14 9.7 41 477 26 578 120 | 274

(Tinggi, Naik)

Tipe2
Rendah, Naik) 281 318 13( 173 2| 2 91 105 3] 67 85| 194
;.['.}.peii j, Turur) 14| 159 261 347 17 1 118 261 302 15} 333 98 | 224
Tﬁp"‘l g| 81 s63| 10| 1 1| 22| 135] 08
Tunm) 37 42 6 3 6 2 .
Jumlah 88| 201 751 17.1 144 | 329 86| 196 451 103 438 100

Keterangan : Penentuan tinggi rendah dilakukan dengan pengelompokan (klustering), sedangkan
Ppenentuan naik dan turunnya peringkat dilakulan dalam rentang waktu peneamaian 1960-2002
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Selain tipe 1 dan 2, tipe wilayah yang perlu mendapatkan perhatian pembangunan
lalah tipe 3 dan 4. Tipe 3 adalzh wilayah yang mengalami kejenuhan dan degradasi dan
)e 4 yang tidak mengalami perkembangan, yang sebagian besar berada di kabupaten
vlonprogo dan Gunung Kidul. Analisis ChiSquare terhadap tipe di atas, dengan berbagai
acam uji, menunjukkan adanya hubungan antara hirarki (peringkat) wilayah dengan
namika wilayah pada tingkat signifikasi 0.001 (Tabel 5).

Tabel 5. Hasil Analisis Chi-Square test antara Hirarki (peringkat)
wilayah dengan perubahannya di Propinsi DIY
Chi-Square Tests

Asymp. Sig. Exact Sig. Exact Sig.
o Value _df _(2-sided) _ (2-sided) {1-sided

Pearson Chi-Square 11.891° 1 001

Continuity Corection 2 11.240 1 oM

Likelihood Ratio 11.947 1 001

Fishar's Exact Test 001 000
';;‘:i;’{ot'"ea' 11.884 1 001

N of Valid Cases 438

8. Computed only for a 22 table

b. 0 calls (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
102.00.

Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara peringkat dan perubahannya,
raitn semakin tinggi peringkatnya kecenderungan perubahan kenaikan peringkat juga
emakin besar. Hal ini berimplikasi bahwa masih terdapatnya konsentrasi perkembangan
vilayah pada wilayah-wilayah ber-peringkat tinggi, sebaliknya wilayah lain relatif stagnan,
yahkan mengalami penurunan.

Cingkat Kekotaan Di Propinsi DIY

Daerah yang menjadi pusat perkembangan selalu memiliki ciri-ciri perkotaan. Penelitian
ni mengasumsikan bahwa semakin tinggi karakter kekotaan suatu wilayah, maka semakin
serpotensi untuk dijadikan sebagai pusat pertumbuhan baru. Berdasarkan analisis tingkat
cekotaan dan perubahannya, dihasilkan dua tipe, yaitu tipe I, yang memiliki skor dan
perubahan skor perkotaan tinggi dan tipe 2, yaitu daerah yang meskipun memiliki skor
kekotaan rendah tetapi memiliki kecenderungan yang naik (Tabel 6 dan Lampiran Gambar 2).
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Tabel 6 . Tipologi wilayah mendasarkan skor kekotaan dan Perubahan skor
perkotaan di Kabupaten dan Kota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

. Kulon Progo Bantul Gunung Kidul Sleman Yopyakanta DIY
Tipe Kebotaan | e T % TDen | % | Do | % | De'] % [ e 7
Tipel gl wz]| 13| 173 B 90| L] 28| 25| 56| 711363
(Tinggi Naik)
Tipe2 3489 14| 187 ] 74| sia| 26 302 2| 44| 1% [ 363
Rendah, Naik)
Tipe3 2| 23| 21| 20 51 3z 3| 0z | 18| %0 B 7
(inggi, Turun)
Tipot 34| 386 | 27| 36| S1| 34| 23| 267 0 0] 133 %08
Rendah, Turun
Fumlah % (200 | 75 171 | 184 | 329 86| 196 45| 103 | 438 100

Keterangan : Penentuan tinggi rendah dilakukan dengan pengelompokan (klustering), sedangkan
penentuan naik dan turunnya skor perkotaan dilakukan dalam rentang waktu pengamatan 1960-
2002

Terdapat 71 wilayah desa yang sangat potensial berkembang sebagail pusat per-
tumbuhan baru dan 159 sebagai daerah tipe 2. Persebaran tipe wilayah di masing-masing
Kabupaten Kota memperlihatkan jumlah terbanyak untuk tipe 1 adalah Kota Yogyakarta,
sebanyak 25 desa, disusul kabupaten Gunung Kidul, Bantul dan Sleman. Sedangkan tipe
2 lebih banyak disumbang dari kabupaten Gunung Kidul dan Kulonprogo, sebanyak 74
dan 43 desa. Hal ini menunjukan, pada dasarnya dua wilayah tersebut juga mulai memiliki
ciri-ciri wilayah perkotaan yang semakin berkembang dan berpotensi (Tabel 6). Meskipun
demikian kedua Kabupaten tersebuf juga merupakan daerah tempat berkumpulnya wilayah
tipe 4, yaitu daerah stagnan dan tidak mengalami perkembangan.

Analisis ChiSquare terhadap tipe di atas, dengan berbagai macam uji, menunjukkan
adanya tidak ada hubungan antara skor perkotaan dan perubahan tingkat kekotaan pada
tingkat signifikasi 0.001. Hal ini dikarenakan pada uji signifikasi tersebut, hasil signifikasinya
lebih besar dari 0.005 (Tabel 7).

Tabel 7. Hasil Analisis Chi-Square test antara Hirarki (peringkat) wilayah
dengan perubahannya di Propinsi DIY

Chi-squam Tegts
Asymp. Sig. Exact Sig. Exad Sg.

Vaua dr_ [2-aTed) _(2-sded) {1sided)
Pearson Chi-Square BB4C 1 347
Continuity Comection s 703 1 402
Likethood Ralio 884 1 347
Fishers Exact Test 361 201
Linsar-byLinear
Assagiabon 882 1 348
Nof Valid Cases 438

8. Compued only for a 2¢2 able
b. 0 collg (0%} have expectad caunt less than 5. The minimum expected countis

fana
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Hal ini berimplikasi pada banyaknya muncul wilayah-wilayah baru, yang meskipun
emiliki skor rendah atau tinggi tetapi mengalami perubahan yang cukup tinggi. Akibatnya
ilayah tipe dua dan tiga cukup mendominasi, hal ini pertanda baik bagi munculnya daerah
ierah baru yang memiliki karakter perkotaan, dengan kata lain mulai terdapat persebaran
rerah-daerah yang memiliki karakter perkotaan keluar wilayah Kota Yogyakarta dan
kitarnya, khususnya ke kabupaten Gunung Kidul dan Kulon progo.

nalisis Hubungan Hirarki Sistem Kota-kota Dengan Tingkat Kekotaan

Diantara empat komponen penilai dasar pusat pengembangan, pada tingkat signifikasi
001, hirarki wilayah memiliki hubungan positip yang sangat erat dengan perubahan
eringkat hirarki dan skor perkotaan, namun berhubungan negatip dengan perubahan
<or perkotaan. Perubahan peringkat wilayah berhubungan positip dengan hirarki dan
cor perkotaan, namun tidak berhubungan dengan perubahan skor perkotaan (Tabel 8)

Tabel 8. Analisis Korelasi Spearman antara Hirarki wilayah, perubahan hirarki,
skor perkotaan dan perubahan skor perkotaan

Cormlations
Perubahan
Perubahan Skor Skor
Hirarki Peringkat Kekotaan Kekotaan
ipearmans tha_ Hirarki Corelation Coefcient 1.000 .213 .538"1 -.222
Sig. (2-tailed) . 000 000 000
N 438 438 438 438
Perubahan Peringkat ~ Comelation Coefficiant 213" 1.000 268" -2
Sig. {2-tailed) 000 . 000 .808
N 438 438 438 438
Skor Kekotaan Comelation Coefficient 538* .288"] 1.000 Azt
Sig. (2-tailed) 000 000 - 02
N 438 438 438 438
Perubahan Skor Correlation Coeflicient -.222% =012 A20t 1.000
Kekotaan Sig- (2-tailed) 000 808 M2 -
N 438 438 433 438

**. Carrelaion is significant at the 01 lavel (24ailed).
*. Correlation is significant at the .05 lavel (2-4ailed).

Dua indikator perkotaan, yaitu skor kekotaan menunjukkan hubungan positip yang
erat dengan hirarki dan perubahan peringkat serta berhubungan lemah dengan perubahan
skor perkotaan. Sebaliknya perubahan skor kekotaan umumnya memiliki hubungan negatip
dengan komponen lainnya. Berdasarkan analisis dan tabel di atas, dapat disimpulkan
beberapa hal yang terkait dengan penelitian, yaitu :

o  wilayah berperingkat tinggi umumnya juga berciri kekotaan yang tinggi, ditunjukkan

R 1 - 2s doe calitarmyua
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menunjukkan terjadinya perkembangan lambat (stagnan) pada daerah-daerah yang
memiliki peringkat tinggi. Fenomena kejenuhan perkembangan wilayah di dalam kot
Yogyakarta merupakan bukti empiris dari hasil analisis tersebut.

perubahan peringkat hanya terjadi pada wilayah-wilayah yang memiliki karakter
kekotaan yang kuat dan hirarki tinggi. Sebagai contohnya adalah fenomena wilayah
pinggiran kota Yogyakarta (kecamatan Depok, Mlati, Gamping, Sewon, Kasihan,
Banguntapan) yang mengalami perubahan peringkat paling cepat sekaligus memiliki
ciri-ciri kekotaan yang cukup kuat .

perubahan skor kekotaan yang dinamis, terjadi pada wilayah yang berperingkat
rendah, yang ditunjukkan oleh munculnya beberapa daerah-daerah di perdesaan
yang mengalami pengkotaan atau seringkali disebut urbanisasi perdesaan, terutama
di daerah selatan kabupaten Bantul (Srandakan-Brosot).

Potensi Pusat Pertumbuhan Baru Propinsi DIY

Berdasarkan penyusunan tipologi pada tabel 1 tentang daerah yang berpotensi

sebagai pusat pertumbuhan baru, dilakukan analisis internal dimasing-masing Kabupaten
dan Kota, sehingga dihasilkan tabel berikut (Tabel 9 dan Lampiran Gambar 3).

Tabel 9. Sebaran Wilayah Potensial sebagai Pusat Pertumbuhan di Kabupaten
dan Kota, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tipe Wilayzh Pusat Kulon Progo Bantul Qunurg Slerran Yogyakarta
Pertumbuhan

D | % | D] % |Dsa]| % | D= | % | Dea] %
Prusal Perturmbuban Utaia s 90 5| 671 10| 69| 8| 93] 4] 89
Pusat Pertumbuban ke T 25| 7] 93] 114l 7] 81| 4l 39
Prsat Pertumbulon ked 181 205 2993 35 243| 21| #a| 12| 267
Bukan Pusat Perturrbuhan B 40| 36| 480 61| 24| & | 88| 19| 42
Wilayah Terbelalars 51 00| 5| 67] 13| 90| 8| 93] 6] 133
Tl 88 10| 75| 10| 14| 10| 86| 100 45| 10

Sumber : hasil analisis

Berdasarkan Tabel 9, desa-desa yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan adalah

yang masuk dalam tipe Pusat Pertumbuhan Utama dan Pusat Pertumbuhan Kedua, di
sajikan dalam tabel berikut (Tabel 10).
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Tabel 10. Nama Desa / Kelurahan yang Berpotensi menjadi Pusat
Pengembangan Baru di Propinsi DIY

No | xaBupaTEN [ FUSAT PS.FAMIUNA‘B”‘W" PUSAT PERKEMBANGAN KEDUA
1 Kulonprogo Giripeni, Wates, Brosot, Palihan, Glagah, Demen, Kaligintung,
Tirtarahayu, Sentolo, Karangwuluh, Karangwuni, Kaliagung,
Hargotirto, Banyuroto, Kedungsari, Kebinharjo, Banjarsan,
Wijimulyo, Sidoharjo Purwoharjo
Bantul Trimurti, Bantul, Bangunjiwo, Ringinharjo, Sabdodadi, Terong, Bawuran,
Tirtonirmolo Singosaren, Baturetno, Pendowoharjo,
Sendangsari
3 Gunungkidul Karangduwet, Sidorejo, Jetis, Banjarjo, Ngestirejo, Purwodadi, Tileng,

Gedangrejo, Dagri, Bleberan,
Logandeng, Hargomulyo,
Tegalrejo, Kampung,
Sambirejo

Ngeposari, Ponjong, Sawzhan, Bendungan,
Kelor, Siraman, Selang, Ngunut, Playen,
Bandung, Gading, Ngleri, Pengkok, Bunder,
Patuk, Ngoro-oro, Kedungkeris, Nglipar,

Kemijing, Bulurejo, Candirejo
Marpoluwih, Sidomulyo, Tlogedadi, Jogotirto,
Kalitirto, Bangunkerto

4 Sleman Margomulyo, Sidokarto,
Balecatur, Trihanggo,
Condongeatur, Caturharjo,
Triharjo, Tridadi, Margorejo
Gedongkiwo, Wirogunan,
Baciro, Demangan

Sumber : Hasil analisis

5 Yogyakarta Giwangan, Sorosutan, Rejowinangun, Kricak

Secara fungsional, karakteristik umum desa atau kluster desa yang terpilih sebagai
alternatif Pusat pertumbuhan, baik pusat pertumbuhan utama maupun kedua adalah .
merupakan ibukota kecamatan, yang memiliki jarak relatif dekat serta aksesibilitas yang
baik dengan aglomerasi kota Yogyakarta. Desa vang relatif jauh dengan kota Yogyakarta
umumnya adalah merupakan daerah pedesaan.

Tahap selanjutnya, desa atau kluster desa yang terpilih menjadi pusat pertumbuhan
potensial tersebut akan dianalisis kesesuaiannya dengan Kebijakan Pemerintah, khususnya
Tata Ruang Wilayah dengan metode deskriptif. Selain itu juga dilakukan cross-check dan
wawancara dengan pengambil kebijakan (Bappeda di masing-masing Kabupaten), untuk
meminta pendapatmya terhadap pilihan-piltihan pusat pertumbuhan tersebut.

Pusat Pertumbuhan Baru Terpilih

Wilayah-wilayah desa yang tersebut pada tabel 10 selanjutnya dianalisis kesesuaiannya
dengan kebijakan tata ruang wilayah dengan melakukan wawancara key person, yaitu
pengambil kebijakan khususnya dari BAPEDA Propinsi DIY dan BAPEDA di masing-
masing Kabupaten. Berdasarkan hasil kajian literatur, hasil analisis data dan wawancara
dengan policy maker dihasilkan sejumlah kriteria komprehensif bagi terpilihnya pusat

= ~whrmnbathan harm vaitn:
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Memiliki nilai hirarki sistem kota-kota yang tinggi dan bukan pusat yang ada (pusat
ibukota kabupaten). Selain ifu juga mengalami proses perubahan nilai hirarki siste
kota-kota yang cepat.

Memiliki karakter kekotaan yang potensial dan berubah cepat

Tidak termasuk Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (Kota Yogyakarta dan wilayah
pinggirannya}

Memiliki jarak yang cukup jauh dengan pusat kota (Yogyakarta) atau terdapat space
green area, untuk menmghindari proses penyatuan dengan Kota Utama

Memiliki aksesibilitas atau daya jangkau yang relatif baik terhadap pusat kota
(Yogyakarta), baik dari aspek sarana transportasi maupun prasarananya.

Memiliki kesesuaian dengan kebijakan politik (tata ruang wilayah), khususnya
kebijakan hirarki permukiman atau sistem kota-kota.

Memiliki suatu kegiatan dan fungsi wilayah yang menonjol, baik yang bersifat produksi
(basis ekonomi) maupun fungsi wilayah (fasilitas yang menonjol). Memiliki leading
industries yang dapat mempengaruhi perkembangan wilayah disekitamnya.
Wilayah pusat pengembangan baru harus mampu mendorong perkembangan wilayah
perdesaan atau terkait dengan kebijakan pengembangan wilayah pedesaan umumnya
(seperti agropolitan)

Bardasarkan kriteria dan analisis komprehensif tersebut dihasilkan empat kluster pusat

pertumbuhan baru terpilih di empat Kabupaten dan satu tambahan (pelengkap} kluster di
Kota Yogyakarta. Penggunaan kluster dalam pemilihan pusat pertumbuhan dikarenakan
kesulitan membatasi perkembangan dengan batas administrasi dan adanya keterkaitan
fungsional yang erat dengan wilayah sekitarnya. Kluster terpilih sebagai pusat perfumbuhan
baru adalah Kluster Sentolo (Kabupaten Kulonprogo), Kluster Srandakan-Galur (Kabupaten
Bantul), Kluster Playen-Patuk (Kabupaten Gunung Kidul), Kluster Tempel-Sleman
(Kabupaten Sleman), dan Kluster Giwangan (Kota Yogyakarta), dengan ciri-ciri
sebagairnana di uraikan padatabel 11 dan Lampiran Gambar 4).
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‘Tabel 11. Kluster Pusat Pertumbuhan Baru Terpilih Propinsi DIY
dan Karakteristiknya

KABUPATEN KLUSTER DAN KARAKTERISTIKNYA

Kulon Progo Kluser Sentolo

Kluster Sentolo memiliki hirarki wilayah tinggi dan ciri-ciri kekotaan yang
kuat. Sentolo memiliki jarak yang cukup jauh dengan kota Yogyakarta,
namun aksesibilitasnya sangat baik (karena berada di koridor Wates-
Yogyakarta). Dalam tata ruang, diperuntukkan sebagai kawasan industri
dan menampung luapan perkembangan kota Yogyakarta ke arah barat.
Selain didukung oleh basis pertanian, di kluster ini juga telah berkembang
kegiatan perdagangan yang cukup pesat dengan dukungan sarana dan
prasaraua yang memadai. Kluster Sentolo diharapkan juga menjadi outlet
bagi produk pertanian dan penggerak pembangunan perdesaan di
belakangnya (hinterland), mengingat di belakangnya terdapat beberapa
senira produksi pertanian dan kawasan Agropolitan.

Bantul Kluster Srandakan-Brosot

Kekuatan kluster ini terutama karena letaknya di jalur selatan dan
merupakan satu-satunya wilayah yang paling kuat karakter dan potensinya.
Meskipun posisinya di lingkungan daerah perdesaan, namun kluster ini
mermiliki hirarki wilayah tinggi dan ciri-ciri kekotaan yang kuat. Srandakan-
Galur berada di daereh pantai selatan Propinsi DIY, sehingga memiliki
jarak yang jauh dengan kota Yogyakarta, namun aksesibilitasnya sangat
baik. Selain itu Srandakan-Galur juga merupakan simpul transportasi daerah
selatan dan pantai di Yogyakarta bagian Barat. Dalam tata ruang, dua daerah
ini diperuntukkan untuk kawasan pertanian, pariwisata, permukiman, dan
perdagangan. Kluster ini relatif mandiri dan jauh dari pengaruh
perkembangan kota Yogyakarta dan sekitarnya. Adanya rencana
pengembangan jalur selatan Jawa, khususnya mulai dari Cilacap-Pacitan
memberikan peluang ke depan yang cukup potensial bagi kluster ini untuk
menjadi pusat pertumbuhan baru, khususnya di jalur selatan. Selain didukung
oleh basis pertanian (agro district), di kluster ini juga telah berkembang
kegiatan perdagangan yang cukup pesat dengan dukungan sarana dan
prasarana yang memadai serta pengembangan kawasan wisata pantai.

Gunung Kidul Kluster Patuk-Playen

Kluster Playen-Patuk memiliki jarak yang cukup janh dengan kota
Yogyakarta, namun dibanding wilayah lain di Kabupaten Gunung Kidu}
merupakan wilayah yang paling dekat. Oleh karena itu aksesibilitasnya
sangat baik (karena berada di koridor Wonosari-Yogyakarta). Selain itu di
Player juga merupakan simpul transportasi dari arah selatan Kabupaten
Gunung Kidul ke arah Yogyakarta (*pintu’ utara) dan daerah wisata
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Lanjutan Tabel 11

menjadi bagian dari Aglomerasi perkotaan di kabupaten Wonosari,
diperuntukkan untuk kawasan pertanian lahan kering, perdagangan dan
permukiman. Selain itu juga terdapat kawasan khusus berupa lapangan
terbang dan fasilitas militer. Selain didukung oleh basis pertanian, di kluster
ini juga telah berkembang kegiatan perdagangan yang cukup pesat dengan
dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu kompleks bumi
Antena Oro-oro, Gading, dan perluasan landasan pacu pesawat terbang
(desa Gading) juga menjadi daya tarik tersendiri. Kluster Playen-Patuk
diharapkan juga menjadi outlet bagi produk pertanian dan penggerak
pembangunan perdesaan di belakangnya (hinterland), terutama bagi
pengembangan wisata di bagian selatan dan Wana Gama, selain kemungkinan
pengembangan beberapa sentra produksi pertanian.

Sleman Kluster Tempel-Sleman

Kluster Tempel-Sleman, meskipun posisinya di lingkungan daerah
perdesaan, namun memiliki hirarki wilayah tinggi dan ciri-ciri kekotaan
yang kuat. Tempel-Sleman berada di jalur arteri Magelang-Yogyakarta,
sehingpa aksesibilitasnya sangat baik dan memiliki jarak yang jauh dengan
kota Yogyakarta. Selain itu Tempel juga merupakan simpul penghubung
transportasi daerah timur Kabupaten Sleman, bahkan dari jalur Solo.
Meskipun dua daerah ini (dalam tata ruang) diperuntukkan untuk kawasan
resapan air, pamun potensi budidaya seperti pertanian, permukiman,
perdagangan, dan industri menjadi unsur penting. Posisi jalur transportasi
Magelang- Yogyakarta memberikan peluang ke depan yang cukup potensial
bagi kluster ini untuk menjadi pusat pertumbuhan baru, apalagi pada saat
ini telah muncul beberapa industri. Kluster ini didukung potensi daerah
hinterland berupa basis pertanian (agro district), sehingga diharapkan juga
menjadi outlet bagi produk pertanian dan penggerak pembangunan perdesaan
di belakangnya, khususnya bagi sentra produksi pertanian dan kawasan
Agropolitan (khususnya di agropolitan salak pondoh di Tempel dan Pakem).

Yopyakarta Kluster Giwangan

Giwangan masih memiliki open space yang cukup luas untuk dikembangkan.
Kluster Giwangan meskipun peringkatnya rendah, namun memiliki
kecenderungan yang terus naik, demikian pula dengan ciri-ciri kekotaan
yang semakin kuat. Pengembangan kluster Giwangan termasuk wilayah
potensial pengembangan rirgroad sclatan, dimana Giwangan merupakan
inti pengembangan, karena eksistensi Terminal Baru Giwangan, Giwangan
merupakan simpul transportasi dari dan ke Yogyakarta dari segala arah.
Dalam tata reang Kota Yopyakarta, kluster Giwangan diperuntukkan untuk
kawasan perdagangan, terminal, dan permukiman. Selain didukung oleh
basis kegiatan perkotaan, di kluster ini juga telah berkembang kegiatan
perdagangan yang cukup pesat dengan dukungan sarana dan prasarana
yang memadai. Selain itu kompleks Terminal Giwangan yang dipadukan
dengan bisnis perdagangan menjadi inti daya tarik kluster ini.
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KESIMPULAN DAN SARAN

resimpulan

Analisis dinamika sistem kota-kota di Propinsi DI'Y sepanjang tahun 1960-2002 memper-
hatkan gejala primacy atau pemusatan perkembangan di Kota Yogyakarta dan sekitarnya
pinggiran), namun sejak periode 1990-2002 telah terjadi sedikit penurunan nilai indek,
-ang berarti memperlihatkan mulai tersebarnya perkembangan ke wilayah lain, di luar
\glomerasi Perkotaan Yogyakarta.

Berdasarkan analisis sistem hirarki dan karakter kekotaan dihasilkan 3 tipe potensial
iebagai pusat pengembangan baru, yang dinamakan pusat pengembangan utama, pusat
rengembangan kedua, dan pusat pengembangan ke tiga. Semakin tinggi peringkat atau
iirarki wilayah, semakin dinamis pula perubahan peringkatnya, baik naik maupun turun,
serta semakin tinggi pula nilai atau karakter kekotaan yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan
sahwa wilayah berperingkat tinggi umumnya juga berciri kekotaan yang tinggi pula.
Fenomena pemusatan perkembangan yang terjadi di kota Yogyakarta dan sekitarnya
merupakan bukti empiris. 7

Berdasarkan kajian aspek kebijakan tata ruang, studi literatur dan wawancara hasilkan
sejumlah kriteria yang komprehensif dalam penentuan pusat pertumbuhan baru di propinsi
DIY, yang kemudian di pilih satu kluster pusat pertumbuhan di masing-masing Kabupaten,
yaitu : Kluster Sentolo (Kabupaten Kulonprogo), Kluster Srandakan-Galur (Kabupaten
Bantul), Kluster Playen-Patuk (Kabupaten Gunung Kidul), Kluster Tempel-Sleman
{Kabupaten Sleman), dan Kluster Giwangan (Kota Yogyakarta).

Saran

Redistribusi hasil-hasil pembangunan yang lebih merata ke seluruh wilayah, terutama
wilayah yang memiliki hirarki dan sifat kekotaan rendah, namun menunjukkan gejala
perkembangan yang relatif cepat atau pusat pertumbuhan baru terpilih. Kluster pusat
pertumbuhan baru diharapkan berfungsi sebagai katalisator dan penggerak perkembangan
pada wilayah-wilayah tersebut, bahkan sampai pada wilayah tertinggal atan terbelakang.
Perlunya pembentukan tata ruang perwilayahan dan pembentukan sistem kota-kota yang
mempunyai hirarki yang sistematik dan fungsional, yaitu perlu perhatian dan tekanan
yang lebih besar kepada kluster pusat pertumbuhan baru dan mengarahkan investasi
pembangunan (pemerintah maupun swasta) ke wilayah tersebut. Selain itu pusat
pertumbuhan baru harus ‘mandiri’ dan diintegrasikan dengan wilayah belakangnya
(hinterland dan agropolitan).

Perlu kajian yang lebih detil berupa penyusnnan master pian dan action plan di
masing-masing kluster pusat pertumbuhan baru yang terpilih. Pemerintah daerah dapat
menempuh jalur kerjasama maupun melakukan kajian mandiri untuk mewujudkan pusat
perturnbuban baru tersebut agar secara riiel dapat menjalankan fungsinya dengan baik.
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